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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi alternatif dengan menghasilkan produk 
berupa model sosialisasi perda petunjuk pelaksanaan pajak restoran sebagai alat 
pengawasan bagi peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah Kota Medan. Karena dari 
hasil temuan dari survey kepada responden ditemukan bahwa sebagian besar para 
pengusaha atau staf keuangan perusahaan tidak mengetahui secara dengan pasti peraturan 
daerah No. 5 tentang Pajak Restoran, demikian pula dengan pemahaman tentang tata cara 
perpajakan.Para pengusaha restoran tidak mencantumkan secara terbuka pemungutan pajak 
restoran,  penyetoran dan pelaporan pada umumnya merasakan kesulitan dan menyatakan 
tidak paham cara mengisi formulir yang dibutuhkan untuk kelengkapan perpajakan. Beberapa 
responden bahkan menggunakan konsultan pajak untuk membantu mereka dalam 
menyelesaikan kewajiban perpajakan. Pada akhirnya pihak Pemerintah telah menyatakan 
bahwa mereka telah maksimal melakukan sosialisasi, sedangkan dari aspek Wajib pajak 
para pengusaha dan staf keuangan menyatakan kurang sosialisasi. Produk akhir yang 
dihasilkan dalam penelitian ini berupa booklet dan leaflet petunjuk dan tatacara pelaksanaan 
pajak restoran yang disusun sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang diatur dalam  
Peraturan Walikota Medan No.11 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis pelaksanaan 
Peraturan Daerah kota Medan No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran 

 
Kata Kunci : model sosialisasi pajak restoran, booklet, leaflet petunjuk pelaksanaan pajak 
restoran. 
 
 

Pendahuluan 

Pajak restoran merupakan salah 

satu sumber kontribusi yang cukup 

besar bagi PAD kota Medan. 

Pertumbuhan usaha restoran, rumah 

makan dan sejenisnya diharapkan 

dapat meningkatkan penerimaan dari 

sektor pajak daerah sehingga PAD 

juga meningkat. Kondisi tersebut 

berkaitan dengan masalah kepatuhan 
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wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya.  Kepatuhan 

terhadap peraturan perpajakan 

berpengaruh langsung terhadap kinerja 

penerimaan pajak (Suryadi, 2006), dan 

masih banyaknya wajib pajak yang 

kurang memahami ketentuan 

perpajakan yang berlaku 

mengakibatkan penerimaan pajak  

belum maksimal. Apapun  sistem dan 

administrasi perpajakan yang 

digunakan, jika kepatuhan dapat 

diwujudkan maka penerimaan pajak 

akan tinggi (Harahap, 2004).  

Jika mengacu pada kategori 

wajib pajak restoran yang tertuang 

dalam Perda Kota Medan No. 12 tahun 

2003, dilapangan masih banyak 

restoran yang sudah memenuhi kriteria 

wajib pajak tetapi belum dapat 

dijangkau oleh pemerintah daerah. 

Selain itu ada indikasi jumlah pajak 

restoran yang telah dipungut dari 

konsumen oleh pihak restoran tidak 

disetor seluruhnya ke kas pemerintah 

daerah.  

Penelitian Putri (2006) terhadap 

pelaksanaan pemungutan pajak 

restoran di Kota Surabaya menemukan 

adanya peningkatan pemasukan dari 

sektor pajak restoran setiap tahunnya, 

namun pemasukan ini masih jauh dari 

potensi rill yang ada di lapangan, 

masih banyaknya jumlah objek pajak 

yang belum terdaftar, jumlah 

tunggakan yang tinggi, sampai kepada 

masalah wajib pajak yang tidak jujur, 

serta aparat yang kurang professional, 

semuanya itu sangat berdampak pada 

peningkatan penerimaan pajak 

restoran. Dalam pelaksanaannya, 

pajak restoran yang dipungut dari 

konsumen 10% dari total pembayaran 

atas makanan dan minuman yang 

dikonsumsi. Namun, apakah 

pengusaha menyetorkan seluruh pajak 

yang telah dipungutnya masih perlu 

pengawasan. Jika tidak, tentu bukan 

hanya Negara yang dirugikan tetapi 

juga konsumen yang telah dipungut 

pajaknya tetapi tidak disetor ke kas 

Negara. Penelitian Syafiqurrahman 

dan Sri Suranta (2006) menemukan 

bahwa permasalahan yang dihadapi 

fiskus dalam pemungutan pajak antara 

lain disebabkan karena wajib pajak 

tidak membuat pembukuan atau 

membuat pembukuan ganda, tidak 

semua transaksi yang dilakukan Wajib 
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Pajak menggunakan nota (bill) serta 

omzet penjualan yang dilaporkan 

kurang transparan. 

Permasalahan dalam 

perpajakan umumnya disebabkan 

pada kondisi ketidakpatuhan wajib 

pajak. Penelitian tentang kepatuhan 

wajib pajak yang telah dilakukan 

sebelumnya menunjukkan bahwa 

faktor penyebab ketidakpatuhan wajib 

pajak salah satunya disebabkan 

kurangnya pemahaman wajib pajak 

terhadap ketentuan perpajakan (Lubis 

dan Syafridahani, 2009). Sebagian 

besar wajib pajak mengaku bahwa 

semua disebabkan karena kurangnya 

sosialisasi, padahal dari aspek fiskus 

sendiri beranggapan sudah melakukan 

kegiatan sosialisasi dengan baik dan 

efektif. jika ditelusuri dengan lebih 

mendalam sebenarnya permasalahan 

yang terjadi hanya disebabkan 

ketidakpedulian wajib pajak dan kurang 

intensifnya pengawasan yang 

dilakukan oleh fiskus. Hasil temuan 

dari survey pada penelitian 

sebelumnya peneliti menemukan 

bahwa sebagian besar para 

pengusaha atau staf keuangan 

perusahaan tidak mengetahui secara 

dengan pasti peraturan daerah No. 5 

tentang Pajak Restoran, demikian pula 

dengan pemahaman tentang tata cara 

perpajakan. Para pengusaha restoran 

tidak mencantumkan secara terbuka 

pemungutan pajak restoran dengan 

alasan bahwa kurang memahami isi 

dari ketentuan peraturan tersebut dan 

tata cara perpajakannya. 

Dalam hal pelaksanaan 

kewajiban perpajakan seperti 

penyetoran dan pelaporan pada 

umumnya merasakan kesulitan dan 

menyatakan tidak paham cara mengisi 

formulir yang dibutuhkan untuk 

kelengkapan perpajakan. Beberapa 

responden bahkan menggunakan 

konsultan pajak untuk membantu 

mereka dalam menyelesaikan 

kewajiban perpajakan. Padahal pihak 

Pemerintah telah menyatakan bahwa 

mereka telah maksimal melakukan 

sosialisasi, sedangkan dari aspek 

Wajib pajak para pengusaha dan staf 

keuangan menyatakan kurang 

sosialisasi. Sehingga penulis tertarik 

untuk mengevaluasi pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan, untuk 
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menfasilitasi kebutuhan antara pihak 

pemerintah Kota Medan, dalam hal ini 

Dispenda Kota Medan sebagai fiscus, 

dengan Pengusaha Restoran sebagai 

wajib pajak dalam hal kemudahan 

memahami tata cara perpajakan.  

2. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan  dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk memberikan solusi 

alternatif bagi pemerintah 

daerah kota Medan dalam 

pelaksanaan sosialisasi tata 

cara pelaksanaan pajak 

restoran  

2. Memberikan petunjuk 

alternatif bagi pengusaha 

dan pengelola restoran agar 

lebih mudah dalam 

melaksanakan kewajiban 

pajak restoran  

 

3. Pendekatan Pemecahan Masalah 

 Model pengawasan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini akan 

menggunakan upaya pengawasan dan 

optimalisasi intensifikasi pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah.yang 

dikemukakan Siddik (2002) dan akan 

dimodifikasi sesuai karakteristik Kota 

Medan. Upaya pengawasan dalam 

rangka meningkatkan pendapatan 

daerah melalui antara lain 

1).Memperluas basis penerimaan, 

2).Memperkuat proses pemungutan, 

3).Meningkatkan pengawasan, 

4).Meningkatkan efisiensi administrasi 

dan menekan biaya 

pemungutan,5).Meningkatkan 

kapasitas penerimaan melalui 

perencanaan yang lebih baik. 

Menurut Riduansyah (2003) 

untuk mengatasi masalah dalam 

pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah selama ini adalah 

dengan cara melakukan intensifikasi 

antara lain data yang sudah ada 

dimutakhirkan, meningkatkan frekuensi 

jam kerja pemungutan, setiap bulan 

secara periodik mengadakan evaluasi 

permasalahan dan hambatan yang 

terjadi dilapangan, mengubah Perda 

yang sudah tidak sesuai dengan 

kondisi sekarang. 

Penelitian ini merupakan 

penelitian lanjutan terkait dengan 

pengawasan sistem pemungutan pajak 

restoran. Dari hasil survey yang 
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dilakukan diperoleh informasi bahwa 

masalah sosialisasi merupakan salah 

satu hal yang menyebabkan masih 

rendahnya tingkat kepatuhan dalam 

pelaksanaan kewajiban perpajakan 

pada pajak restoran.  

Hal ini mendorong peneliti untuk 

menyiapkan sarana sosialisasi yang 

dibutuhkan untuk menjembatani 

kepentingan kedua belah pihak yakni 

pengusaha atau pengelola restoran 

sebagai wajib pajak dan Pemerintah 

Daerah Kota Medan sebagai fiskus. 

Untuk itu peneliti telah menyiapkan 

booklet dan leaflet sebagai salah satu 

alternatif dalam mensosialisasikan 

peraturan dan memberikan 

kemudahan bagi wajib pajak untuk 

dapat dengan mudah memahami 

semua ketentuan mengenai 

pelaksanaan kewajiban pajak restoran  

yang berlaku di Kota medan.  

 

4.. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode 

Research and Development.  Populasi 

dalam penelitian ini adalah pengusaha 

restoran yang berada di kota Medan 

khususnya UPT 3 yakni wilayah 

kecamatan Medan Helvetia dan Medan 

Sunggal, UPT 4 wilayah Kecamatan 

Medan Barat, UPT 5 wilayah 

kecamatan Medan Baru, UPT 6 

meliputi wilayah Medan Selayang dan 

Medan Tuntungan 

Teknik pengumpulan data secara 

umum menggunakan : 

1. Studi lapangan dengan 

penyebaran instrumen 

penelitian kepada sampel dalam 

hal ini pengusaha restoran. 

2. Studi Pustaka mengenai 

peraturan perpajakan secara 

umum dan pajak restoran 

khususnya  

 

4.Hasil dan Pembahasan 

Hasil riset di lapangan yang dilakukan 

menemukan bahwa bukan hanya pada 

jumlah setoran pajak yang tidak sesuai 

dengan pungutan pajaknya, tetapi juga 

masih banyaknya pengusaha restoran, 

rumah makan dan sejenisnya yang 

belum menyadari bahwa dirinya adalah 

wajib pajak, atau dengan sengaja 

menghindar dari kategori wajib pajak.  

Temuan lainnya dari pengamatan dan 

data yang dikumpulkan masih banyak 
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jumlah restoran dan rumah makan 

yang belum teridentifikasi sebagai 

wajib pajak, padahal jika ditelusuri dari 

omzet penjualan perbulan kemudian 

dirujuk pada ketentuan UU tentang 

Pajak Daerah pengusaha restoran 

tersebut adalah sebagai wajib pajak. 

 Dari berbagai persoalan yang 

ditemukan maka penulis telah 

menyiapkan booklet dan leaflet untuk 

membantu pemerintah kota Medan 

dalam mensosialisasikan peraturan 

pelaksanaan pajak restoran. 

Penyusunan booklet dan leaflet 

petunjuk mengenai pajak restoran ini 

sudah melalui kajian yang melibatkan 

pihak-pihak terkait. Dalam 

pembahasan isi dan tampilan booklet 

dan leaflet peneliti telah melaksanakan 

Forum Grup Diskusi guna membahas 

segala sesuatu yang berkaitan dengan 

tata cara pelaksanaan kewajiban 

perpajakan bagi wajib pajak  restoran. 

Dalam kegiatan diskusi tersebut 

dihadiri oleh pihak Dispenda Medan, 

perwakilan dari Badan Pengelola 

Keuangan Daerah, Kota Medan, 

Perwakilan dari Badan penelitian dan 

Pengembangan Kota Medan, 

Beberapa pengusaha Restoran dan 

Manajemen Restoran, Konsultan pajak 

dan Praktisi Pajak serta  kalangan 

Akademis.  Dari hasil diskusi tersebut 

diperoleh berbagai masukan yang 

bermanfaat untuk penyempurnaan isi 

buku petunjuk tersebut 

Booklet telah disusun dalam 

bentuk yang menarik dan berbeda 

dengan peraturan yang selama ini 

disusun dan disosialisasikan oleh pihak 

pemerintah daerah. Booklet ini 

berisikan tentang Sistematika 

penyajian dalam buku petunjuk 

tersebut dimulai dengan menyajikan 

booklet yang menguraikan prosedur 

perpajakakan dengan gambar dan 

bagan alur yang disertai dengan 

penjelasan ringkas. Hal ini disusun 

dengan tujuan untuk memberikan 

pemahaman yang sederhana dan 

mudah dipahami tanpa harus 

membaca berbagai aturan yang 

selama ini dianggap merepotkan. 

Booklet ini juga dibuat berwarna agar 

lebih menarik perhatian bagi yang 

membacanya. 

 Pada bagian kedua isi buku 

petunjuk ini akan menyajikan informasi 

berkaitan dengan uraian self 
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assessment system dalam tata cara 

pajak restoran. Diawali dengan  

pendahuluan yang menguraikan nama, 

subjek dan objek pajak restoran. 

Penyajian yang ringkas dan sederhana 

diharapkan dapat memberikan 

kemudahan dalam memahami objek 

dan subjek pajak restoran. Selanjutkan 

pada bagian kedua diuraikan tata cara 

pendaftaran NPWPD beserta 

pengisian formulirnya. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan informasi bagi wajib 

pajak daerah bahwa sebenarnya 

NPWPD itu penting sebagai identitas 

dan selain itu dalam proses untuk 

mendapatkan NPWPD itu sangatlah 

mudah.  

Bagian ketiga mengurai tentang 

Tata cara Pemungutan, Penyetoran da 

Pelaporan Pajak Restoran, yang 

dilengkapi dengan bagan alur prosedur 

pemungutan, bagan alur prosedur 

pelaporan, dan selanjutnya tata cara 

pengisian SSPD (Surat Setoran pajak 

Daerah)  dan SPTPD (Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah) yang 

dilengkapi dengan contoh kasus 

pengisiannya.  Tujuan yang dicapai 

pada bagian ketiga ini adalah untuk 

memberikan informasi bagi wajib pajak 

bahwa sebenarnya pajak restoran itu 

bukan beban perusahaan dalam hal ini 

beban restoran atau pun beban 

pengusaha restoran ataupun 

pengusaha rumah makan , tetapi 

menegaskan kembali bahwa pihak 

restoran hanyalah pemungut, atau 

dengan kata lain sebagai pihak yang 

ditunjuk untuk mengumpulkan pajak 

dari konsumen dan membantu 

konsumen memenuhi kewajiban 

perpajakannya, karena telah 

menggunakan jasa layanan di restoran 

mereka kepada Negara yang dalam 

hal ini pihak pemerintah kota Medan.  

Pada bagian ini juga diuraikan 

bagaimana jika wajib pajak mengalami 

lebih bayar dan kurang bayar melalui 

penetapan dan pembayaran pajak, 

pembayaran angsuran maupun 

penundaan pembayaran. Isi pada 

bagian kedua ini diakhiri dengan 

penjelasan tentang Pembukuan, 

Pemeriksaan dan sanksi-sanksi 

sehubungan dengan pajak restoran. 

Tujuannya adalah untuk menjelaskan 

pentingnya pembukuan untuk 

mendukung pelaporan pajak serta 
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pentingnya Pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Dan bagi wajib pajak yang tidak 

mematuhi ketentuan juga dapat 

dikenakan sanksi yang berlaku baik 

berupa denda maupun sanksi pidana. 

 Produk lain berupa Leaflet yang 

disusun dengan tampilan yang sangat 

praktis. Leaflet ini sebenarnya juga 

merupakan bagian dari booklet yang 

disederhanakan dengan hanya 

merangkum pada pokok-pokok atau 

bagian terpenting dalam pelaksanaan 

kewajiban pajak restoran. Tampilan 

yang menarik dari leaflet ini akan 

membuat orang yang melihat akan 

tertarik untuk membaca isi, dan 

harapannya akan memberikan 

kemudahan untuk memahami 

bagaimana pelaksanaan mengenai 

pajak restoran. 

Dengan adanya booklet dan 

leaflet mengenai petunjuk dan 

pelaksanaan pajak restoranng di yang 

dikemas sedemikian rupa, dengan 

tujuan memberikan salah satu alternatif 

sosialisasi dengan bacaan yang 

sederhana dan menarik diharapkan 

para wajib pajak restoran dapat 

meningkatkan kepatuhan terhadap 

peraturan perpajakan khususnya pajak 

restoran. Sehingga diharapkan akan 

meningkatkan pula penerimaan pajak 

restoran bagi pendapatan asli daerah 

kota Medan di tahun-tahun mendatang. 

Tentu saja pendapatan tersebut akan 

dapat digunakan untuk meningkatkan 

pembangunan sarana dan prasana 

yang mendukung terciptanya Medan 

sebagai kota yang maju 

 

5. Kesimpulan  

1. Penelitian ini menghasilkan dan 

menyiapkan model sosialisasi  

berupa Booklet dan leaflet Petunjuk 

dan tata cara pelaksanaan Pajak 

restoran untuk menfasilitasi 

kebutuhan antara pihak pemerintah 

Kota dengan pengusaha restoran 

sebagai wajib pajak 

2. Booklet Petunjuk dan tata cara 

pelaksanaan Pajak restoran yang 

disajikan berisi enam bagian yang 

masing-masing membahas tentang 

nama objek dan subjek pajak 

restoran, NPWPD, tata cara 

pemungutan, penyetoran dan 

pelaporan, pembukuan dan 



9 

 

 

 

pemeriksaan serta sanksi yang 

berkaitan dengan pajak restoran 

3. Leaflet Petunjuk dan tata cara 

pelaksanaan Pajak restoran yang 

disusun adalah merupakan bagian 

dari booklet yang disederhanakan 

dengan hanya merangkum pada 

pokok-pokok atau bagian terpenting 

dalam pelaksanaan kewajiban 

pajak restoran. 

 

Saran.  

1. Kepada Pemerintah daerah Kota 

Medan hendaknya memberikan 

dukungan secara penuh kepada 

penulis dalam penyebaran Booklet 

dan Leaflet kepada para 

pengusaha restoran 

2. Kepada pengusaha restoran dapat 

memanfaatkan booklet dan leaflet 

untuk kemudahan dalam 

melaksanakan kewajiban pajak 

restoran 
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